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Segera Konsultasi ke BPK

Banyak Aset Pemprov Hil

SERANG, (KB).-
Persoalan aset masih menjadi
pekerjaan rumah bagi Pemprov
Banten, salah satunya terkait
banyaknya aset yang tidak
diketahui keberadaannya alias
hilang. Biro Aset dan

Perlengkapan Setda Banten pun.

segera berkonsultasi dengan
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Banten.

"Nanti kami akan bekerja sama

. dengan inspektorat dan BPK seka-
. lian konsultasi. Ini soal aset yang ada
catatannya namun tidak ditemu-

- kan," kata Kepala Biro Aset dan

\

Dokumen Belum rmzmxmu

Perlengkapan, Djoko Sumarsono,
ditemui Jumat (8/1/2016).

Ia mengatakan, aset-aset yang tak
diketahui keberadaan wujudnya
tersebut didominasi aset jadul dan
diyakini dalam kondisi yang nilai
ekonomisnya sudah nol atau habis.

"Ya aset-aset tahun 2002, yang
jadul-jadul, kebanyakan aset seper-
ti alat-alat kantor. Sensusnya me-
mang tahun 2014, tetapi kan se-
belumnya tahu sendiri adminis-

“ trasinya seperti apa," ujar Djoko.

Namun, Djoko tak hafal total ni-
lai dari aset-aset yang hilang terse-
but. "Saya enggak hafal nilainya,
yang pasti jauh dari total nilai aset
keseluruhan," ucapnya.

Ia menjelaskan, secara normatif
aset-aset yang nilai ekonomisnya
habis atau rusak dihapuskan untuk

dilelang dan masuk kas negara.
"Normatifnya kalau mau meng-
hapus aset, harus ada wujudnya.
Nah, kalau enggak ketemu wujud-
nya mau sampai kapan? Akan me-
nempel terus. Harus ada keberani-

an untuk memutus itu. Yang pen--

ting ada keyakinan bahwa aset itu
ada, bukan karena sengaja dihi-
langkan. Karena kemarin (tahun-
tahun sebelumnya) kan sudah
tidak jelas administrasinya," tu-
turnya.

Konsultasi dengan BPK.dan In-
spektorat dilakukan agar tetap tidak
keluar dari _AOEQS aturan yang
berlaku.

"Penting ikuti mﬂ:.mn main dalam

aturan penghapusan yang bisa diper-
tanggungjawabkan. Supaya tidak
salah di kemudian hari. Kami akan

Pemkot mm_c3 Mau Terima >mmﬁ

cari waktu yang
belum penyer:
ngan pemerint
tuturnya.
Menurutnye
mencari aset te
kan biaya lebih
lai aset tersebu
"Sebagian un
dah nel, sudah
lebih mahal d
ucapnya.
Disinggung
aset yang krusic
opini BPK ata
nampiknya.
"Betul, tetapi
untuk benar, t
tidak harus be
darnya, BPKnr
rialitas," ucapr

mmazﬁ (KB).-
wmamzimw Kota (Pemkot)
Serang belum melakukan se-
rah terima penyerahan aset
tahap dua dari Pemerintah
Kabupaten Qm%g Serang.
Alasannya karena aset yang
akan diserahkan pemkab be-
lum - dengan kelengkapan
dokumennya. "Kalau sudah
lengkap (dokumennya) dari
dulu-dulu diterimanya, kare-
na belum lengkap itu kan
(belum diterima). Diverifikasi
dulu, misalnya ini loh yang
belum lengkap, kembalikan

E@ Kalau sudah lengkap se- mE.mEvs dan wmvmmES%P jadi kumennya lengkap. "Penye- = dan sud:
mua mah dari dulu-dulujuga persoalan itu nantinya. Kota rahan boleh satu-satu, berta- hukan ke
sudah diterima," kata Wakil Serangbisanggak dapat-dapat hapitumanaduluyangsudah sudahle
Wali Kota Serang, Sulhi Choir, opini WTP (Wajar Tanpa  beres atau lengkap, misalnya pisah, ba
Jumat (8/1/2016). Pengecualian) dari Badan Pe- satulengkap, kamiterimaaja, oleh kab
Dalam penyerahan aset ta- meriksa Keuangan. Jadinya tandatangantandaterimanya. pastikar
hap dua yang akan diserahkan = bisaselalu WDP (Wajar Dengan Termasuk penyerahan aset turnya.
pemkab, Sulhi membenarkan - Pengecualian)," ujar Sulhi. rusunawa (di Desa Ke- Semer
masihadaasetyangdokumen- ~ Iamengatakan, asetyangdi- lunjukan)juga haruslengkap Aset Pen
nya belum lengkap. "Iya, oleh verifikasi termasuk Alun-alun  dulu dokumennya. Kotating- raida tic
karena itu diverifikasiitu arti- Barat yang akan diserahkan gal terima, tapi terimanyayang kan konf
nya mana yang sudah lengkap pada penyerahan aset tahap sudah lengkap," ucapnya. dang ber
dokumennya, mana yang dua. Sulhi menuturkan, pi-  Untuk verifikasi aset yang  sinyalny
belum. Kalauinventarisasinya haknya tidak masalah jika akan diserahkan tidak terba- kantor j¢
banyak yang berserakan, tapi penyerahan aset dilakukan tas waktunya. Semua dilihat diluar ke
kalau blank tidak ada surat- bertahap, asalkan semua do- mana yang belum lengkap katanya
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Banprov untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengajuan Cepat,
Laporan Lambat

SERANG - Bantuan keuangan kabupaten/
kota dari Pemprov Banten (banprov) tahun
anggaran 2016 sudah dialokasikan dalam
" APBD Banten. Sayangnya, pemerintah
kabupaten/kota tidak merespons dengan
baik bantuan keuangan tersebut.

Sebab, laporan pertanggungjawaban |

(LPj) bantuan keuangan tahun anggaran
belum disampaikan ke Pemprov Banten
sesuai kewajiban mereka. Padahal, LPj
menjadi syarat utama pencairan bantuan

keuangan tahun ini.
~ “Kamimenyayangkan lambatnya penyerahan
I.ijantuanleuangankabupaten/kota.Padahal

- DPRD Banten telah memperjuangkan agar
setiap tahun bantuan keuangan kabupaten/

kota ditambah oleh Pemprov saat pembahasan -

- RAPBD 2016," kata Wakil Ketua DPRD Banten

: NurlaenikepadaRadarBanten, Senin (18/1).

Menurut Nuraeni, kabupaten/kota harus-

‘nya profesxbnal dalam mengurus adminis-

trasi, jangan sampai hanya cepat saat
_ proses pengajuan, tetapi lambat urusan
- LPj. “DPRD Banten kan ikut malu, setiap
tahun selalu memperjuangkan aspirasi
kabupaten/kota tapi urusan LPj selalu
molor,” ungkapnya.

Politikus Demokrat ini meminta Pemprov
melalui Biro Ekbang, Biro Pemerintahan,
Inspektorat, DPPKD serta instansi terkait
lain untuk meningkatkan koordinasi dengan
- pemerintah kabupaten/kota “Bagaimana
' Banten mau mendapat opini WTP (wajar
' tanpa pengecualian) dari BPK (Badan
- Pemeriksa Keuangan), kalau urusan LPj
selalu terlambat,” ungkapnya.

Kepala DPPKD Banten Nandy Mulya

kabunafen}kom dablin ahisoaran 3015

itu disampaikan pemerintah kabupaten/
kota paling lambat 10 Januari lalu. Namun,
dikarenakan kabupaten/kota masih
menyusun makanya diperpanjang samper
akhir bulan ini,” kata Nandy.

Kabid Bina Keuangan DPPKD Banten
Toton Suriawinata menambahkan, hingga
10 Januari lalu belum ada satu pun peme-
rintah kabupaten/kota yang melaporkan
bantuan keuangan 2015. “Kami sudah
koordinasi dengan Inspektorat dan Biro
Ekbang agar mengingatkan kabupaten/

kota terkait LPj bantuan keuangan 2015, .

katanya.

- Sebelumnya, Sekda Banten Ranta Soeharta

mengingatkan semua pengguna anggaran
wajib melaporkan LPj sesuai batas waktu
yang telah ditentukan, termasuk pemerintah
kabupaten/kota yang menerima bantuan’
keuangan setiap tahun dari APBD Banten.
“Januari ini semua SKPD wajib melaporkan

- laporan keuangan tahun anggaran 2015

telah memperpan;ang batas
impaian LPj bantuan keuangan

 dari Rp64.793 miliar menjadi

- ke DPPKD, selanjutnya dikaji oleh Ins-

pektorat. Sebelum akhir Maret dilaporkan

‘ke BPK,” tegasnya.

Berdasarkan data dari Biro Ekbang Banten,
bantuan keuangan kabupaten/kota tahun

anggaran 2015 dan 2016 sebagai berikut.

Kabupaten Tangerang dari Rp56,351 miliar
menjadi Rp152,4 miliar, Kabupaten Lebak
dari Rp131.726 miliar menjadi Rp123,7
miliar, Kabupaten Serang dari Rp97.168
miliar menjadi Rp91,7 miliar, dan Kota
Serang dari Rp75.850 miliar menjadi Rp64,4
miliar. Kemudian Kabupaten Pandeglang
Rp45,9 miliar,

Kota Cilegon dari Rp40,868 miliar menjadi

‘Rp25,8 miliar, Kota Tangerang dari Rp37.893

miliar menjadi Rp21,1 miliar, dan Kota

" Tanegsel dari Rp48.443 miliar meniadi
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